
Menimbang 

BUPATI KEDIRI 
PROVINS! JAWA TIMUR 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI 

NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHU:"! ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEDIRI, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 11 ayat ( 1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Dae rah dan Pasal 104 ayat ( 1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 202 1 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan 

dari Renca na Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang 

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara bersama DPRD pada tanggal 14 

Agustus 2020; 
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c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri 

Tahun Anggaran 2021. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

I 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4 755); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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No11101 Tahun 20()11 tcnlc111g 

l11't licnd,1llc"m1,111 Ncg .. uo (Ll'mb;1rn11 Ncgaru Rc publik lncloncsia 

Trthun 200-1 Nomor 5, Tumbo.hn n Lcmbara n Negara Rcpublik 

lncto,wsirt !omor 4355); 

, . Und,mg-Unct:rng 'omor 15 T8hun 2004 tenlang Pe m e riksaan 

P~·ngl'lolc1;111 d,111 1\rnt-;gung .Jawab I<cuangan Nega ra (Lembaran 

l qi,,1r,, Rt•publik I nclonesi~1 Tahun 200"1 Nomor 66, Ta mba ha n 

Lrmb.1r,rn Nq:.1,ma Rcpubl ik Indonesia Nomor 4400); 

~ - Unct:mg-Und,rng Nomor 25 Ta hun 2004 Lc ntang Sistem 

Perenc:rn.i,rn Pemb~rnguna n Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Letnbnr:rn Negnra Rcpublik Indonesia Nomor 4421); 

0 Und,rng-L·nctang Nomor 33 Ta hun 2004 Lentang Pcrirnbangan 

Kl' ll ,111!.!,rn ,llll:::tt n Pcmcrinta h Pusa l dan Pemerinta han Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

I 0. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Re publik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Unda ng Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pernbentukan 

Peratu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah 

de ngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang 

Pe ruba han Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

ten tang Pcmbenlukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan 

Penye lcnggara Jaminan Sosial (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nornor 116, Tambaha n Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 H tcntnng 

Pemerintahan Daerah (Lembnran Negara Republik Indonesia 

1'-:,hun 201-t Nomor 2-t-t, Tambnhan Lembman Ncgnra Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir d1?ngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

lentnng Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 

Tahun .20 H tcmang Pcmerintahan Daera h (Lembaran Negara 

Rcpublik lndonl'sia Tahun 20 I 5 Nomor 58, Tambaha n 

Lcmbaran 1cgnra Rcpublik Indonesia omor 5679); 

1-l. Und,rng-Undang Nomor 1 Tahun 2015 lcntdng Pcnetapan 

Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

I egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 5588) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan 

Undang-Undang Nomor IO Tahun 2016 ten tang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I 

Tahun 2020 Lentang Kebijakan I<euangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangana n Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / a tau Dala m 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayaka n 

Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6485); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepa la Daerah 

(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerinlah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 5340); 

18. PeraLUran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi 

Republik Indonesia 

Lcmbaran Ncoara i") 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Republik Indonesia Nomor 4576) 

scbagaimana tt>lah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 20 l 0 tcntang Perubahan Atas Pera tu ran 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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22 Pcrnlurnn Pemcrinta h Nomor 30 Tahun 2011 lentang Pinjaman 

Dal'rnh (Lcmbnran Negara Rc publik Indonesia Ta hun 201 J 

Nomor 59, Ta mba ha n Lembara n Negara Republik Indonesia 

Nomor 52 l 9); 

23. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

24. Pcratur:.in Pemcrintnh Nomor 70 Tahun 2015 ten tang Jami nan 

1,l'rclakann l,crja clan ,Ja minan Kema tian bagi Pegawa1 

Aparatur Sipil Nega ra (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2 12, Ta mbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5740); 

25. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administralif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Ta hun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 ten tang Laporan 

dan Evnluasi Pcnyc lcnggaraan Pemerintahan Daera h 

(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembara n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6323); 

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 



30. Pl'r~tlur,tn Pn·sickn Nnmor 1 ~3 T:-ihun 20 lt) tent.mg Pl:'tunjuk 

TL·lrn1s Dnnn /\lok,\s1 l,husus Fis1k (Lc111bmnn Nl'gar._\ RL'publik 

lnclnrn·s1,1 Tahu11 20lt) Nomnr 3l1-I) scb.\gaim,rnit tclDh diub<1h 

dl'ngan Pn,\t ur,m Pn·s1ckn Nonllll' ~ T,,hun 201 ~ trn1~111µ. 

Pcrub,llrnn 1\t.is J>n:1tur.111 Prrs1ckn Nnmnr 123 'l\1hu11 20Jt., 

lcnt,rng Pl'tunjuk Tck111s D.-11w Alokasi 1,husus F'isik (Lcmbnr..111 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11); 

31. Pcralurnn Prcsiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pcngadaan Ba rang/ Jnsa Pernerintah {Lembaran Negarn 

Rcpublik Indonesia Tahun 20 I 8 Nomor 33); 

32. Pcraturan Prcsiden Nomor 82 Tnhun 2018 ten tang Jaminan 

1-.:eschalan (Lcmbaran Negarr1 Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 165) sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 

Peraturan Presidcn Nomor 82 Tahun 2018 ten tang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 

lomor 210); 

33. Pcraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tcntang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengclolaan Keuangan Dacrah scbagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mcnteri 

Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 20 11 ten tang Perubahan l,edua 

Alas PeraLuran Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 

tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Brrita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 
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15. Pcrn lu rnn Mcnlc ri Da la m Ncgcri Nomor 16 Ta hun 2007 Lenlang 

Tn ln Cr1 ra Gv~iluas i Ra ncnng,rn Pe ra tu ra n Daer-ah lc nta ng 

Anggarnn Pe nda pa la n d a n Bcla nja Dacrah dan Ranca ngan 

Peraluran I<epala Daerah tenlang Penjabaran Anggaran 

Pcnda pa la n cla n Bcla nja Daerah scbagaimana telah diubah 

dengan Pera luran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

lcnlong Peruba han Ata s Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 16 Ta hun 2007 Lenla ng Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Pcra tu ran Daera h Len la ng Anggaran Pe ndapatan cla n Bela nja 

Dac ro.h da n l~a ncanga n Peraturan Kepala Daera h lentang 

Penjabaran Anggaran Penda pa ta n dan Belanja Daerah (Serita 

Nega ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

36. Peraluran Men Leri Da lam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 

Pecloman Pe mberia n Hibah da n Sa ntuan Sosial yang 

Bcrsumbcr dari An ggaran Pendapata n da n Sela nja Daerah 

(Berna Negara Repu blik Indonesia Ta hun 2011 Nomor 450) 

scbagaimana Lela h diubah bcbcrapa ka li te rakhir dengan 

Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 ten tang 

Peru baha n Kelima Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Ta hun 2011 Lentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Ba n tua n Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Bela nja Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1560); 

37. Peratura n Menteri Da la m Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 tenta ng 

Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tenta ng Pembentukan Prociuk Hukum 

Daera h (Se rita Nega ra Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang 

Pedoman Pengelolaan Sarang Milik Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
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39. Pcraluran Men Leri Keuangan Nomor 50/PM K.07/2017 Len tang 

Pcngelolaan Tran s f er ke Dae rah dan Dana Desa (Serita Negara 

Republik Indones ia Ta hun 20 17 Nomor 537) sebagaim a na 

tclah diubah beberapa kali lerakhir dengan Peraturan Menteri 

l<euangan Nomor l21/PMK.07/2018 tcntang Pcrubahan Ketiga 

/\tas Peraluran Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

lcn lang Pcngelolaan Transfer kc Daerah dan Da na Desa (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1341); 

40. Peraluran Menlen Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 

Pengelompokan Kcmampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

4 1. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang 

Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

43. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Percncanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7); 

44 . Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentan g 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bela nja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Bcrita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

4 5 . Peraluran Dae rah KabupaLen Kediri Nomor 1 Tahun 2011 

Lentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri 

Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

Lerakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 

Tahun 2017 ten tang Peru bah an Ketiga Atas Peraturan Dae rah 

Ka bu paten Kediri Nomor 1 Ta hun 2011 ten tang Pajak Dae rah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20 17 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149); 
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-16. Pcraturan Om-rah Kabupalen Kcdiri Nomor 3 Ta hun 201 I 

tentang Retribusi Pelayanan Kcsehatan di Dinas Kesehata n 

Kabupalen Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 

201 1 Nomor 3, Ta m bahan Lembaran Dae rah Kabupaten Kediri 

Nomor 95); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Ta hun 2011 

tentang Re lribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 

Daera h Ka bu paten Kediri Tahun 2011 Nomor 16, Tambaha n 

Lembaran Daerah Kabupalen Kediri Nomor 96) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 5 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempa l Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah 

Ka bu paten Kediri Tahun 20 18 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupatcn Kediri Nomor 165) ; 

48. Peraturan Daerah Ka bu paten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah 1..:abupatcn Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Ka bu paten Kediri Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perubahan 

Kcdua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 

Tahun 20 11 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20 17 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 150); 

49. Pera tu ran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Oaerah Kabupaten Kediri Nomor 98) sebagaimana telah diubah 

dengan Pe raturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 

2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kediri Nomor 18 Tahun 20 11 ten tang Retribusi Pelayanan 

Pasa r (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 

142); 



11 

50. Peraluran Daerah Kabupaten KedJri Nomor l CJ To.bun 20 I l 

tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pcmndnm Kebnknn.111 

(Lembaran Daerdh h nbupaten Kcdiri T,1hun 2011 Nomor ! l\ 

Tambahan Lembarnn Daerah l,abupmen l,t'diri Nomor l)t)J; 

5: Peraturan Daerah Kabupalen Kcdm i'\omor 20 Tahun 20 I I 

lenl,rng Relnbus1 Penjualan Produksi Usaha Dacra h (Lembarnn 

Dacrah Ka bu paten Kedin Tahun 2011 Nomor 20, Tambahnn 

Lembaran Daerah l,abupaten Kediri Nomor 100); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 201 l 

lemang Rctribus1 lzin Tr.1)·ek (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn 

1,edin Tahun 20 I I :-lomor 21, Ta1nbahan Lcmbaran Daerah 

1, abupRtcn l\cdm :'-:omor 10 I); 

53. Pera tu ran Dae rah Kabupalen Kcdiri Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Retnbusi Pen)·eberangan di Air (Lembaran Daerah 

Ka bu paten Eedi ri Ta hun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Daerah 1,abupaten l,ediri Nomor 102); 

54 . Peraturan Daerah I,abupaten I,ediri Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermolor (Lembaran 

Daerah l,abupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 

Ka bu paten Kediri Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah l,a bupaten l,ediri Nomor 135): 

55. Peraturan Dae rah Kabupaten Kcdiri Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Relribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kediri Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri Nomor 104); 



12 

56. Pera Lu ran Daerah Kabupalen Kcdiri Nomor 25 Ta hun 2011 

tenta ng Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran 

Daera h Kabupalen Kedi ri Tahun 20 11 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 6 Tahun 2015 tenlang Peru bah an Alas Peraturan 

Daera h Ka bu paten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 ten tang 

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 

Kabupalen Kediri Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Ka bu paten Kediri Nomor 136); 

57. Peraturan Daerah Kabupalen Kediri Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 

(Lembaran Daerah Kabupalen Kediri Tahun 20 12 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Kediri Nomor 108); 

58. Peraturan Dacrah Kabupalen Kediri Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Ka bu paten Kediri Nomor 109); 

59. Peraturan Dae rah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 

Lenlang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daen:ih l<abupaten l<ediri Tahun 2012 Nomor 4, Ta mbahan 

Lembaran Dacrah Ka bu paten Kediri Nomor 110) sebagaimana 

telah diubah dcngan PeraLuran Daerah Kabupaten Kediri 

Nomor 1 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraluran 

Daerah Kabupalen Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 

Ka bu paten Kediri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Ka bu paten Kediri Nomor 161 ); 
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M). I >t: ra lurnn Dacrnh K~1burntc n Kcc.l il'i Nom or 3 Ta hun 2013 

lcnt ;1ng l11 vcs lusi Pcmc rinluh Dacrn h (Lc m bara n Daera h 

l'-:.IIJurx1t<·n l(ediri T;1lt u n 20 l 3 Nomor 3, Tambu ha n Lc mba ran 

Dacrnh l(abupa l<.:n l(ediri Nomor 125) sebaga irna n a Lela h 

d iubah dcngan Pcrn lu ran Dacrah Kabupa len Kediri Nomor 10 

Ta hun 2016 Len La ng Peruba h a n Atas Peratura n Daera h 

Ka bupc.1 le n Kedi ri Nomor 3 Ta hun 201 3 ten ta n g lnves tasi 

Pe mcrintah Dac ra h (Lcmbara n Daerah Ka bupa ten Kediri 

Ta h un 20 l 6 Nornor 10, Ta mba h a n Lembaran Dae ra h 

1,a bupa lc n l<cdiri Nomor l 48) ; 

6 1. Pc-ra tura n D:1crc1 h h:abupa lc n l(cd iri Nomor 4 Tahun 201 6 

tcnta ng Rc ncnn a Pembanguna n J a n gka Menengah Dae ra h 

1,a bupa lc n I<ediri Ta hun 20 16-202 l (Lemba ra n Daera h 

Ka bupa te n Kedi ri Ta hun 2016 Nomor 4, Tamba h a n Lemba ran 

Daera h Ka bupalen Kediri Nomor 146); 

62 . Pe ra tu ra n Dae ra h Ka bu pa Len Ked iri Nomor 5 Ta hun 20 16 

Lenla n g Pe mbentu ka n d a n Susu nan Peran gkat Dae ra h 

Ka bupa len Ked iri (Lcm bara n Dacra h Ka bu palen Kediri Ta hun 

2016 Nomor 5, Ta mba ha n Lembara n Daera h Kabupa ten Kediri 

Nomor 147); 

63. Pera tu ran Daera h Ka bupa ten Kediri Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Ha k Keuangan da n Administralif Pimpinan dan 

Anggola Dewan Perwakila n Ra kyat Daerah Kabupaten Kediri 

(Le m baran Dae ra h Ka bu pa ten Kediri Ta hun 2017 Nomor 8, 

Ta m bahan Le m bara n Dacra h Ka bupalen Kediri Nom or 159 ); 

6 4. Peratura n Daera h Ka bupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018 

tenta n g Re tribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran 

Daera h Ka bupa ten Kediri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan 

Lemba ra n Daera h Kabupa te n Kediri Nomor 166); 

MEMUTUSKAN 

Me netapka n : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 
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,1Lun Pl'r,Hur:1n D.wrah i111 ~·,rng ciimnksud deng:rn : 

I . D,ll'rnh .1ct,,l, \11 h:.;1bup.lll'n hL·dm. 

) PL'nwrim,,h,111 D,wrnh ,Hi.11:,h prn~•t:kngg:1r:1rrn urus::i n pcmcrinlahan oleh 

Pl'rncnnt,lh o~wrnh ct,rn DP\xD mr nurul asns otonomi dan tugas pembanluan 

ckng,1n prmsip otonomi sl'lu:1s ILWSll)'a dnlnm sistcm dc1n prinsip Negara 

l, L' :5,HU,111 Rcpubltk lnd01wsi,1 scbagr1im:111a cl imaksucl dalam Undung-U nclang 

D.-1~ar Negar:'1 Republik lndoncsic1 Tc1hun 1945; 

3 . Pcmcrintah Dacrah ndalnh Pemcrintah Knbupa len Kediri; 

-L Bupali acfola h Bupali Kcdiri ; 

5. Anggaran Pendaparnn dan Bcla nja Daerah yang selanjulnya disingkat APBD 

adalah rcncana keuangan tahunan Daerah yang dilela pka n dengan Pcraturan 

Daera h ; 

6 Penenmaa n Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daera h; 

7. Pengelua ran Daerah adalah uang yang kelua r dari kas Daerah; 

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih da lam periode lahun anggaran berkenaan; 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerinta h Dae rah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dala m periode tahun anggaran 

berkenaan; 

10. Pembiayaan adalah seliap penerimaa n yang pcrlu dibayar kemba li da n /alau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun a nggaran berkenaan 

maupun pada tahun-ta hun anggaran berikutnya; 

J 1. Sisa Le bih Pe rhitungan Angga ra n yang sclanjutnya disebul SiLPA adalah selisih 

lc bih rea lisasi pe nerimaan dan pengeluaran anggaran sela ma 1 (satu) periode 

anggaran . 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapa tan daerah, belanja daerah , dan pembiayaan daerah. 

APBD Ka bu paten Kediri Tahun Anggaran 2021 berjumlah 

Rp. 3.173.885.437.696,00 (Tiga Trilyun Seratus Tu.juh Puluh Tiga Juta Delapan 

Ratus Delapan Pu/uh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Enam Ratus Sembilan 

Pu/uh Enam Rupiah). terdiri atas pendapata n daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah dengan rincia n sebagai berikut: 



a . Pendapalan Daerah 

b. Belanja Daerah 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan 

2. Pengeluaran 

Rp. 2.777.286.318.160,00 

Rp. 3.168.885.437.696,00 

Defisil/ (surplus) Rp. (39I.599.1I9.536,00) 

Rp. 396.599.119.536,00 

Rp. 5 .000.000.000,00 

Pembiayaan netlo Rp. 391.599.119.536,00 

S1sa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

Pasal 3 
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Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.777.286.318.160,00 (Dua Trilyun 

Tu]Uh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh En.am Juta Tiga 

Ratus Delapan Be/as Ribu Sera/us Enam Puluh Rupiah) , yang bersumber dari : 

a. Pendapatan ash; 

b . Pendapatan transfer; 

c. La m-lain pendapatnn daC'rnh n111g sah. 

Pasal 4 

( l) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 425.689.666.874,00 (Empat Ratus Dua Pu/uh Lima 

Milyar En.am Ratus Delapan Pu/uh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Pu/uh En.am 

Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas : 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain pendapalan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 210.020.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Dua Puluh Juta 

Rupiah); 

(3) Relribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 26.339.88Ll .697,00 (Dua Puluh Enam Milya,· Tiga Ratus Tiga Puluh 

Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan 

Puluh Tujuh Rupiah); 
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(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8. 921.100.506,00 (Delapan 

Milyar Sembilan Ratus Dua Pu/uh Satu Juta Seratus Ribu Lima Ratus Enam 

Rupiah) 

(5) Lain-lain pend a pa tan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. I 80.408.681.671,00 (Seratus Delapan Pu/uh 

M1/yar Empat Ratus Delapan Juta Enam Ratus Delapan Pu/uh Satu Ribu Enam 

Ratus Tujuh Pu/uh Satu Rupiah); 

Pasal 5 

( 1) Pendapatan transfer sebc1ga1mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 2.330.681.344.676,00 (Dua T1ilyun Tiga Ratus Tiga 

Pu/uh Milyar Enam Ratus Delapan Pu/uh Satu Juta Tiga Ratus Empat Pu/uh 

Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas : 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.198.813.089.000,00 (Dua Trilyun Seratus 

Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Be/as Juta Delapan Puluh 

Sembilan Ribu Rupiah); 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 131 .868.255.676,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar 

Delapan Ratus Enam Pu/uh Delapan Juta Dua Ratus Lima Pu/uh Lima Ribu Enam 

Ratus Tujuh Pu/uh Enam Rupiah); 

Pasal6 

( J) Lain-lain prndapc=ilan daerah ~,,mg so.h scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c dircncanakan sebcsar Rp. 20.915.306.610,00 (Dua Pu/uh Milyar 

Sembilan Ralus Lima Be/as Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sepuluh 

Rupiah), terdiri atas : 

a. Pendapatan hibah; 

b. Dana darurat; 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan; 

(2) Pendapatan hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 20.915.306.610,00 (Dua Pu/uh Milyar Sembilan Ratus 

Lima Be/as Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah); 
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(-1) Pcndapatnn dnna dmurat sebagaimana d1maksud pada ayat (1) h u ruf b 

chrcnc-anak,m sebrsc-u Rp 0,00 (/Vo/ R11pwh) 

(3) La111-la111 pcnclapatan ~esLwt dcngan kclcntuan pcraturnn pcrundang-undangan 

sebagaimana d1maksud pada a) at ( l) huruf c di rcncanaka n scbcsar Rp. 0,00 

(Nol Rupiah); 

Pas a l 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 202 l d irencanaka n sebesar 

Rp. 3. 168.885.437 .696,00 {Tiga Trily1.1n Serat1.1s Enam Pu/uh Delapan Milyar Delapan 

Ratus Delapan Pu/uh Lima J11ta Empat Ratus Tiga Pu/uh Tujuh Ribu Enam Ratus 

Sembilan Pu/uh Enam Rupiah), yang terdiri alas : 

a. Belanja operasional; 

b. Bela nja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

Pasal 8 

(I) Anggaran belanja operasional sebaga imana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 2 . l 51.508.355.564,00 (Dua Trilyun Seratus Lima 

Pu/uh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Pu/uh Lima Ribu 

L1ma Raws Enam Pu/uh Empat Rupiah), yang terd iri ata s : 

a. Belanja pega,,·ai; 

b. Bela nja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d . Bela nja subsidi ; 

e. Belanja hibah ; dan 

f. Belanja ba ntua n sosia l. 

(2) Bela nja pegawai sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) huruf a direncanakan 

sebesa r Rp. l .242.766.664.340,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Empat Pu/uh Dua 

Milyar Tujuh Ratus Enam Pu/uh Enam Juta Enam Ratus Enam Pu/uh Empat Ribu 

Tiga Ratus Empat Pu/uh Rupiah); 

(3) Bela nja bara ng da n jasa scbagaima na dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 

direncanaka n sebesar Rp. 738.969.06 1.227,00 (Tujuh Ratus Tiga Pu/uh Delapan 

Mily ar Sembilan Ratus Enam Pu/uh Sembilan Juta Enam Pu/uh Satu Ribu Dua 

Ratus Dua Pu/uh Tujuh Rupiah}; 



(• I) l h'l:111j;1 IJ111lj':t ',1'11:11~:1 11 11:,1111 d1rn:1k•,11cl p:Hfo :Jy:JI (l) hu ruf c.; d1rencana ka n 

:,1 Jw.,,1 1 l~JJ 0,()(J (No/J, 

(~1) I \1 l111q., •,ut,,,1<11 •,t l,,w;11111:111:1 d1111,1ksll(I p,1d;1 ;1y:i1 (I ) huruf d dirc:ncana ka n 

,1 I 11 •,.,r l~p O,O<J ( N()/J, 

(t i) 111 l,1111.i lit1,,d1 ·,1 t,.,g:11111:111;1 d1m:1k<-;ud p;,d;, r1y;JI (I) huruf ,. d in.nrnnc.i kan 

·,1· 111",,11 lxp H, .• i.>·l h '~ I CJ lH,00 (!Je/op((l l />11 /u/1 'lujl.th M,/1JCH /, 11no Notus Dun 

/
1
11/ 11 /1 J, mpol ./11 1" b 1om J?ofu., T1ga Pu /11l1 Salu Ribu Em p a l Pu/uh Delapon 

'~"'"""'· 
( I) Ht l.1J1Ji1 bantu.rn so-.1.1I srbag,.111nnnc.1 d1maksud pada ayaL ( I ) hu ruf f 

dtrl'nc,111:tknn :-.1·be-..i1 Rp. 82.2117.CJ9R.tJ40,00 (Delapan Pu/uh Dua Milyar Dua 

l~u/11 .-, l.111µ<11 F'11/11Ji '/ 1111il1 J111n S<'111 IJ1ln 11 Nntus Sembtlwt Pu/uh Delapan Ribu 

~< 111 IJ1/<1 11 J~ntw, Er11JJ<1I P11/11 l1 $('111 /J1/w1 R11pwh); 

Pasal 9 

( 1) Anp.t!,aran bl'lnnJd modal ~L·baga1ma na dimaksud da la m Pasal 7 huruf b 

cl1renranakan stbesnr Rp. 416. 185.597.332,00 (Empat Ratus Enam Be/as Milyar 

Se, c1111s Delapan Pu/uh Lima Jut a Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga 

Rot11s T1ga f>rduh Dua Rupiah), yang lerdiri alas : 

.i Bd .. rnJa modal t..1nah , 

h Bl'lanJa modal peralatan dan mesm; 

c BtlanJa modal bangu nan da n gedung; 

d. BtlanJa modal Jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. BclanJa modal asel tetap lainnya; dan 

f. Belanja modal asel Lak berwujud. 

(2) BelanJa modal t.ana h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

d ircncanakan sebesar Rp. 37 .354 .367.960,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga 

Ra tus Lima Pu /uh Empat Jula Sembilan Ratus Enam Pu/uh Rupiah); 

(3) l3tlanJa mod a l pcra la ta n da n mesin scbagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf 

b di rcncana ka n sebesar Rp. 86.960.529 .757,00 (Delapan Pu/uh Enam Milyar 

Sembilan Ratus Enam Pu/uh Juta Lima Ratus Dua Pu/uh Sembilan Ribu Tujuh 

Ra1us Lima Pu/uh Tujuh Rupiah); 

(4) Bela nJa modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 145.905.991.535,00 (Seratus Empal Pu/uh 

Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Jula Sembilan Ralus Sembilan Puluh Satu Ribu 

Lima Ratus Tiga Pu/uh Lima Rupiah); 
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(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayaL ( 1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.161.469.480,00 (Seratus Tigci Puluh 

Enam Milyar Seratus Enam Pu/uh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan 

Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah); 

(6) Belanja modal aset tetap lain nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

d1rencanakan sebesar Rp. 9.803.238.600,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus 

T1ga Juta Dua Rahis Tiga Pu/uh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah); 

(7) Bclanja modal asel Lak berwujud scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

d1rencanakan sebesar Rp. 0,00 (No0; 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dal Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 52.310.060.400,00 (Lima Pu/uh Dua Milyar Tiga Ratus 

Sepuluh Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), yang lerdiri atas belanja tidak 

terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 548.881.424 .400,00 (Lima Ratus Empat Pu/uh 

Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh 

Empat Ribu Empat Ratus Rupiah}, yang Lerdiri atas : 

a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belnnja bantuan kcuangon. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 23.672.771.400,00 (Dua Pu/uh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Pu/uh 

Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Pu/uh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah); 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 525.208.653.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima 

Milyar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah}; 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, direncanakan sebesar Rp. 

391.599.119.536,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan 

Pu/uh Sembilan Juta Seratus Sembilan Be/as Ribu Lima Ratus Tiga Pu/uh Enam 

Rupiah}, yang terdiri atas : 



J. Pcnerimaan pcmbinynan ; dan 

b. Pcngeluaran pembiayna n . 

Pasal 13 

(I) Anggaran pcnerimc1an pcmbiayaan sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 12 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 396.599.119.536,00 (Tiga Ratus Sembilan 

Piduh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Pu/uh Sembilan Juta Seratus Sembilan 

Be/as Ribu Lima Rat11s Tiga Pu/uh Enarn Rupiah), yang Lerdiri atas : 

a . Sisa lebih perhitungan anggaran tuhun a nggaran sebclurnnya; 

b. Pencairan dana rndangan; 

c. Hasil penjuabn keka~·nnn d~1LT8h yang dipisahkan; 

d . Penerimaan pinjaman darrah ; 

c. Penerimaan kemba li pembcrian pinjaman daerah; dan 

f. Penerimaan pembic1yaan lainnya sesuai dcngan ketenluan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perh1tungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf a direncanakan scbesar Rp. 387 .049.119.536,00 (Tiga Ratus 

Delapcm Pu/uh Tuj11h Milyar Empal Pu/uh Sembilan Juta Seratus Sembilan Be/as 

Ribu Lima Ra1vs T1ga Pu/uh Enam Rupiah); 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol); 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol); 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol); 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjarnan daerah sebagaimana dimaksud pada 

avat (I) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.550.000.000,00 (Sembilan Milyar 

Lima Ratus Lima Pu/uh Jut a Rupiah); 

(7) Pcnerimaan pernbiayaan lainnya 

pcrundang-undangan sebagaimana 

dircncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol); 

sesuai dengan ketentuan 

dimaksud pada ayat (1) 

P.isal 14 

peraturan 

huruf f 

( 1) Anggaran pcngeluaran pcm biayaan scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 

huruf b direnc,rnakan sebesa r Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), yang 

terdiri atas : 
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a Pembcntukan dana cadnngan ; 

b. Penycrlaan modal clarrah; 

c . Pcmbayaran c1cilan pokok utang yang jaluh tempo; 

d . Pemberian pinjaman daerah; dan 

e . Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan kclentuan pcraluran 

perundang-undangan. 

(2) Pembenlukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayal ( l) huruf a 

dircncannkan scbcsar Rp. 0,00 (Nol); 

(3) Pcn~1rrtar1n modc1l cl ;-1rrn h scbc1gairnana dirnaksud pad a ayal (I) huruf b 

dircncanakan scbcsar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); 

[4) Pernbayaran cicilan pokok ulang yang jaluh Lem po sebagaimana dimaksud pada 

ayal ( 1) huruf c dircncanakan scbesar Rp . 0,00 (Nol); 

(5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol); 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya 

perundang-undangan sebagaimana 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol); 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

dimaksud pada ayat ( l) huruf e 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 39 l .599.119.536,00 (Tiga Ratus 

Sembilan Pu/uh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Pu/uh Sembilan Juta Seratus 

Sembilan Be/as Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah); 

(2) Pembiayaan neto yang mcrupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 391.599 .119.536,00 (Tiga 

Ratus Sembi/an Puluh Satu Milyar Lima Ralus Sembilan Pu/uh Sembilan Juta 

Seratus Sembilan Be/as Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah); 



I', IS, ii 1!1 

(l)l),d,1111 k,.1d.1.111 d,11Ut,ll 1,1111"~11k l,1p111l1.111 1111·11<lc-•,;1k, P1nH.: 1111t;1h claernh 

d.1p.11 111l'l.ikuk.,11 p, nh\'lu.11.111 ,.11a• lll'l\1111 11·1 •,1 cl1.i ;1 1, i•.1•:1 1.11111_\',1 d;i11/;11m1 

p1•11g\'111.11.111 11ll'l1 hil11 11,1~•11, Ill!' d111 t.1pk:111 d,tl,1111 p< 1,1111ra1 1 d:wr,al1 11 11 y;ing 

,1•!.1111111 rn ,1 d1111.1...,ukk,111 d.d,1111 1w1 uh,tli.1 11 , 111[.!l!.1I :111 pt'11cl,1p.it;in dc1n bl'l.inJ,1 

d.1,•r,1h h,1hup.11en l\rd111 1'.illu11 1\ nl!,~:11 ~1 11 2021, dc11g<1n t.ilci ,·~r:1 s1'suai 

d,·n:..:,m l,ll,l t1•rh?b1h d,drnlu mrl,1kuk,..111 prrubnhan pern luran kc.:pala daernh 

ll'lll.Jng P1•11Jc1b,1r.111 Pe1 t1b,1h,lll 1\PHD, clan pcmbcrilnhuan kc.: pad a P1mp1nc.1n 

DPRD sd,ll1Jlltn,.1 d1s,1111p.11k,111 d.d,1111 L,1por;m Rvulisrt!,;i J\nggaran; 

(21 h1•,1d.1.111 ct.1rur.1t sch.11.,:.11111,111.1 d11n,1k~ud p:1dn :1y:11 (I) nw lipuli : 

.1 81 l1l .111,1 .1l.11n, twill ,111,1 n1111 ,1\,1111, lwnc:111,1 ~osic.11 dan /a tau kcJadian luar 

b1,1-.. I 

b. Pt l,1r.:--.11',1.111 1'1'1'1,1:--1 p1·1h·,1ri.1 11 d.1n pntolongcrn; dc111/ ,1tau 

1 l\1 n1:- .. k 111 :--,1r.111,1 pr,1:-,1t .111i1 ,-.111g da1x1t mcnggangu kegialan pelayana n 

pL,)hh 

\,
1 1 l\t pc-rh:,1:1 1~w,11k~,,;, ~L b,,~.11mc1n..1 d1maksud pada ayat ( 1) meliputi : 

ht .1:-.1h,1;, <.:u1 :·oh d,il,1m ra ngka pclayanan dasa r masyarakat yang 

.1:,;;_,1; ,rn;,ya bdt:m tL'I sed1a dalam tahun anggaran berjalan ; 

h HeL1:11a d.w:·~h ;- <:111~ lwrs1f,1t mcng1ka l dan bclanja ya ng bcrsifat wajih; 

c PC'1~~l·l 1.1,1:-.~:~ c:11.:rah Y,111~ bnacla di luar kcndali Pemerintah Daerah da n 

t1dah <!2..pn: d1pred1k I scbclumnya , se rta a ma nat peraturan perundang

urdanga:1: can atau 

d Pen~eluaran daerah lainnya yan g a pabi la d itunda a ka n m enimbulkan 

keruQ,1an yang lt:b1h bcsar bagi Pemerintah Daerah dan /atau Masyaraka t. 

Pasal 17 

Ura1nn lebih lanJUl Pcrubahan Anggaran Penda palan dan Bcla nja Dacrah Tahun 

Anggaran 2021 scbagaimana dimaksud d a lam Pasal 1, Lcrcantum dala m La mpira n 

yang merupakan bagia n ya ng tida k Lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang 

terdm dari : 

I. 

2. 

Lampiran I 

Lamp1ra n II 

Ringkasan APBD ya ng diklasifilrnsikan menurut kelompok 

dan je111s pL'nda palan, bcbnja, dan pembiayaan ; 

Rin gkasc1n J\PBD yang diklasifikas1kan menurut urusan 

pcmcri ntahan dacra h dan organisasi; 



3. Lamp1 ran IIJ 

4. Lam piran IV 

Lamp1ran V 

6. Lam piran VI 

7. Lampiran Vil 

8. La mpiran VIII 

9 Lampiran IX 

10. Lampiran X 

1 1. La m pira n XI 

12 . Lampi ran XII 

13. La mpira n XIII 

14. La mpira n XIV 

15. Lam pira n XV 

16. La mpira n XVI 

Rinc1an APBD menurut urW::,c:ln pemcnntc:lh&n da~ror: , 

organisasi, program, kegiatan, sub Y.eg1at.an, kelc,mpok, jern~ 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

Rekapituiasi Beianja menurut Urusan Pemenntahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan 

sub kegiatan bescrta keluaran; 

Rckapllulasi Belanja Dacrah untuk Ke~elarasan dan 

I<eterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SP:vl; 

Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan 

APBD; 

Sinkronisasi program, keg1atan , dan sub kcgiatan pada 

RKPD dan PPAS dcngan Rancangan APBD; 

Sinkrornsasi program priori tas nas1onal dcngan program 

prioritas dacrah; 

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 

Daftar pmtang Daerah; 

Daftar pcnyertaan modal daerah dan investasi / daerah 

lainnya; 

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 

daerah dan aset lain-lain; 

Daftar Sub kegiatan tahun jamak (muityycars); 

Daftar dana cadangan; 

Daftar pinjaman daerah. 

Pasal 18 

Bupati menetapkan Pcraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan opcrasional 

pclaks2rnaan Anggaran Pendapatan dan BclanJa Darrah. 
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Pasa l 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Aga1 seuap orang menge1ahu111ya, memerin tahkan pengundangan Peraturan 

Daerah int dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri. 

Diundangkan di Kediri 

Ditelapkan di Kediri 

pada tanggal 29 - 12 - 2020 

BUPATI KEDIRI, 

TTD. 

HARYANTI SUTRISNO 

pada tanggal 29 - 12 - 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, 

TTD. 

DEDE SUJANA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 5 

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINS] JAWA TIMUR 

NOMOR 322-5 / 2020 

-:::::,.._ 

Disalin ses ai dengan aslinya 
/ , I KEDIRI 

/: ;\F 

1
DAERAH , _ 

'II S. s. M.Si. 
' ma Muda 

IP. 19740525 1993111 001 


